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KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI PADA KONSTITUSI 

Oleh: 

I Nyoman Prabu Buana Rumiartha  

 

ABSTRACT 

Based on Article 7 paragraph (1) of Act No. 12 year 2011, states that the type and 

hierarchy of legislation consists of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, the 

People's Consultative Assembly Decree, Laws/Government Regulation in Lieu of Law laws, 

government regulations, the Presidential Decree, and the Provincial Regulation. Besides laws 

that have been set out in Article 7 paragraph (1) is, Act No. 12 year 2011 also recognizes other 

legislation, one regulation. Position regulation established after the enactment of Act No. 12 

Year 2011, both established on the basis of the order of legislation that is higher or formed on 

the basis of authority in the field of government affairs particular that of the minister, qualified 

as legislation. 
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1. Pendahuluan. 

1.1 Latar Belakang 

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945  secara 

tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka 

seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 

pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara 

hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang peraturan perundang–

undangan. Dalam rangka  mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang– 

undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.  
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Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan 

bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang -undangan terdiri atas Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang -

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi. Selain peraturan perundang - undangan yang telah 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1)  tersebut, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui 

peraturan perundang - undangan lain yang dikenal dalam praktek kehidupan bernegara.  

Menurut E.Utrecht, terdapat dua macam pengertian sumber hukum (sources of law), yaitu 

sumber hukum dalam arti formal atau formele zein (source of law in its formal sense) dan sumber 

hukum dalam arti substansial, material atau in materiele zin (source of law in its material sense). 

Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu 

kaedah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana 

norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis.1  

Menurut Jimly Ashidiqie, sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu 

bentuk sebagai berikut : 1.Regels yaitu bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu; 

2.Contract, treaty yaitu bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak; 

3.Vonis yaitu bentuk putusan hakim tertentu; atau 4.Beschikking yaitu bentuk - bentuk keputusan 

administratif tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.2 

Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara 

sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan atau pengadilan. Keputusan - keputusan yang 

bersifat umum dan abstrak (general and abstract biasanya bersifat mengatur (regeling), 

                                                           
1 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta, Penerbit Ichtisar) hlm. 133 -134 sebagaimana 

dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I (Jakarta, Penerbit Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 87. 
2 Ibid 88-89 
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sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau 

berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa “vonis” hakim yang 

lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan 

putusan tersebut dapat dibedakan menjadi:1.Pengaturan menghasilkan peraturan (regels). Hasil 

kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan”; 

2.Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (beschikkings). Hasil kegiatan penetapan 

atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut 

“keputusan” atau “ketetapan” 3.Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan 

(vonis).Dalam kajianini pembahasan hanya dibatasi pada sumber hukum pengaturan (regelling), 

di mana sumber hukum formal telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia. 3 

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 (yang 

menggantikan UU No. 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 

1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 

ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan Presiden (Perpres) 

                                                           
3 Ibid hlm 89-90 

http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_MPR
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
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6. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus 

dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.4 

Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup 

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Pada penulisan jurnal ini penulis fokus pada jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan terdiri atas: a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; d.Peraturan Pemerintah; e.Peraturan Presiden; f.Peraturan Daerah 

Provinsi; dan g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri 

sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri 

setelah UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah 

Undang-Undang ini dikeluarkan. Dalam penulisan jurnal ini penulis mengambil judul 

“Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi”. 

 

                                                           
4 ibid 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Qanun
http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdasus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua
http://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri setelah disahkannya Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ? 

 

2. Pembahasan. 

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Menteri. 

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12 Tahun 2011) tidak 

diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut 

keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menegaskan: 

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 

setingkat. 

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-

undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… 

menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
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peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU 

No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. 

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? 

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan: Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

 Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat 

sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau 

2. dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar 

kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas 

dasar: 

1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 

2. delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan 

 A.Hamid S. Attamimmi menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan 

diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-



7 

 

undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang 

dibentuk baruuntuk itu. 5 

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga dikenal satu jenis 

peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), 

yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya 

adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.  

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ 

penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang 

memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab 

pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans 

terbatas sekali.6 

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 

19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan 

bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi 

Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri.” Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang 

tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated 

legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.  

                                                           
5 A. Hamid S. Attamimmi, 1990, Ilmu Perundang – Undangan, Grafika, Bandung, hlm. 352. 
6 Ibid. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-

undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, termasuk Peraturan 

Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan 

perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga 

menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.  

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan 

membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan 

kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, 

apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan 

perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan 

demikian.  

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam 

kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana 

norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi 

sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of 

validity.7 

Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak 

dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam 

hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12 Tahun 2011, 

                                                           
7 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, hlm,19. 
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dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels),yaitu suatu keputusan pejabat 

administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, 

namun bukan peraturan perundang-undangan.8 

Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh 

Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 

Tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan 

perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.  

2.2 Kedudukan Peraturan Menteri setelah disahkannya Undang - Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. 

Kedudukan Peraturan Menteri setelah disahkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan berkaitan pada Hierarki perundang-

undangan, yaitu : 

Undang Undang Dasar 1945 

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. 

Naskah resmi UUD 1945 adalah: 

                                                           
8 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 

hlm. 169.  
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 Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan 

kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara 

aklamasi pada tanggal 

 Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan 

Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 

2002). 

Ketetapan MPR 

Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, 

tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, 

kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti 

Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). 

Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu 

menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan 

Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersama-sama. 

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 

Materi muatan Undang-Undang adalah: 

http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959
http://id.wikipedia.org/wiki/5_Juli
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
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 Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak 

dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta 

pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan 

kependudukan, serta keuangan negara. 

 Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan Undang-

Undang. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-

Undang. 

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut: 

Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR 

 Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 

 DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. 

 Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut. 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan 

Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Asasi_Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29
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Peraturan Presiden 

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. 

Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau 

materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). 

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran 

lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

Kedudukan Peraturan Menteri. 

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011, 

tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, terdapat dua jenis 

kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum  berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, 

 Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.  

Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. 

Hal ini disebabkan UU No. 12 Tahun 2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 

UU No. 12 Tahun 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal 

http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
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diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang 

yang lama (UU No.10 Tahun 2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama 

di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung. 

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 

Tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu 

yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat 

dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan 

undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk 

tanpa delegasi/atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.  

  

3. Kesimpulan. 

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan: Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. Termasuk pada Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 

12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar 

delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). 

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan 

“yang dibentuk atas dasar kewenangan”. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 

Tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan 

perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan. Kedudukan 
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Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, baik yang dibentuk 

atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas 

dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi 

sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki 

kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada 

Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan 

kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang 

administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.  
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